
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi 

Telah dilakukan Hak Uji Materi di MK dengan beberapa putusan yaitu: 

1. Putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, tanggal  19 Desember 2006: 

Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tetap mempunyai 
kekuatan hukum mengikat sampai diadakan perubahan paling lambat 3 tahun sejak 
putusan ini diucapkan. 

2. Putusan MK Nomor 133/PUU-VII/2009, tanggal 25 November 2009: 

Pasal 32 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah bertentangan dengan UUD 1945 
secara bersyarat (conditionally unconstitutional) kecuali harus dimaknai ”pimpinan 
KPK berhenti atau diberhentikan secara tetap setelah dijatuhi pidana berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. 

3. Putusan MK Nomor 5/PUU-IX/2011, tanggal 20 Juni 2011: 

Menyatakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 
sepanjang tidak dimaknai bahwa pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi baik pimpinan yang diangkat secara bersamaan maupun pimpinan pengganti 
yang diangkat untuk menggantikan pimpinan yang berhenti dalam masa jabatanya 
memegang jabatan selama 4 (empat) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali 
hanya untuk sekali masa jabatan 

 


